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P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj

بـســــــم الله الــــرّ حمــــن الــــرّ حيــــم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang  majelis hakim telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Ibu  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Mesuji,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  03 Desember 2018

telah  mengajukan  gugatan  cerai,  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Mesuji  Nomor  0003/Pdt.G/2018/PA.Msj  tanggal  03

Desember 2018 dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  telah melangsungkan akad nikah

pada tanggal 27 Maret 2010 di rumah orang tua Penggugat, yang dicatat

oleh  Pegawai  Pencatat  nikah  Kantor  Urursan  Agama  (KUA)  Kecamatan

Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor 058/07/IV/2010 tanggal 27 Maret 2010;

2. Bahwa  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  didasarkan  suka

sama suka, Penggugat bersetatus Perawan, sedangkan Tergugat bersetatus

jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik

talak yang isi nya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
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3. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah bergaul  sebagaimana layaknya

suami istri dan telah di karuniai Satu anak Perempuan bernama Oktavia Safa

Khoirunnisa, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah sendiri;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

damai, namun sejak 13 Maret 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran  karena Tergugat sering berjudi

dan Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin selama sembilan bulan;

6. Bahwa puncak  Perselisihan  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  pada

bulan 13 Maret 2018, dengan sebab Tergugat melakukan Berjudi dan tidak

Menafkahi lahir dan batin selama sembilan bulan yang berakibat Pengguat

dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang keruamah orang tua

Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal

dirumah  sendiri  seperti  alamat  tersebut  di  atas,  yang  sampai  dengan

sekarang sudah berjalan kurang lebih selama sembilan bulan tanpa nafkah

lahir maupun batin;

7. Bahwa penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga

Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sikap dan  perilaku  Tergugat  seperti  tersebut,  Penggugat  tidak

sanggup lagi  bersuamikan Tergugat  dan Penggugat menyimpulkan bahwa

tidak mungkin lagi utntuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat

dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil  di  atas, Penggugat  mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Mesuji  cq majelis hakim memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR 

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka

sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  wakil

atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati

Penggugat  agar  berfikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat  namun

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena Tergugat  tidak  pernah

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya

dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat

yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  seluruh  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Penggugat  Nomor

1811035510900001 tanggal  13 Nopember 2017,  yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan

sesuai dengan aslinya (P.1); 

2. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 058/07/IV/2010, tanggal 05 April

2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu

Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya

(P.2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat

tinggal  di  Kabupaten  Mesuji,  dibawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:
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§ Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah ayah tiri Penggugat;

§ Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  memiliki  hubungan  sebagai

suami isteri;

§ Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

§ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah sendiri hingga berpisah rumah;

§ Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  peristiwa  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat,  tetapi  saksi  sering  melihat  sendiri

Penggugat dan Tergugat bersikap cuek dan saling mendiamkan diri

serta Tergugat sering pulang ke rumah hingga larut malam bahkan

tidak pulang ke rumah;

§ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9

bulan hingga sekarang;

§ Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah

bersatu lagi;

§ Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI  II,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Mesuji,  dibawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

§ Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah 25 meter;

§ Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  memiliki  hubungan  sebagai

suami isteri;

§ Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

§ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah sendiri hingga berpisah rumah;

§ Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  langsung  peristiwa

pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat,  tetapi  saksi  sering  melihat

sendiri  Penggugat  dan  Tergugat  bersikap  cuek  dan  saling
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mendiamkan diri kemudian Tergugat sering pulang ke rumah hingga

larut malam;

§ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9

bulan hingga sekarang;

§ Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah

bersatu lagi;

§ Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada

pokoknya tetap pada pendiriannya untuk  bercerai dengan Tergugat dan mohon

putusan kepada majelis hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis hakim menunjuk pada

berita  acara  sidang  perkara  ini  yang  dinyatakan  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa perkara ini  adalah perkara perceraian antara warga

negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam,

maka berdasarkan Pasal  49  huruf  a  Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006

tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor   7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan

menasehati  Penggugat  agar  berpikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak

pernah menghadap ke persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan

tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Msj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan  masalah Tergugat sering berjudi dan Tergugat

tidak  member  nafkah  lahir  dan  batin  kemudian  berakibat  Penggugat  dan

Tergugat berpisah rumah sejak 13 Maret 2018 hingga sekarang dan selama itu

tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk

merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti

tersebut  menjelaskan mengenai  identitas diri  dan tempat tinggal  Penggugat,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

itu  telah  terbukti  Penggugat  memiliki  identitas  resmi  dan  bertempat  tinggal

dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah

merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti

tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu  telah

terbukti  bahwa Penggugat  dan  Tergugat  memiliki  hubungan  hukum sebagai

suami isteri dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk berperkara

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah dewasa, sehat jasmani

dan  rohani,  dan  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  di  persidangan

secara  terpisah  atau  sendiri-sendiri  sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil

sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  Penggugat  mengenai

Penggugat dan Tergugat sering bersikap cuek dan saling mendiamkan diri serta

Tergugat  sering  pulang  hingga  larut  malam bahkan  tidak  pulang  ke  rumah,
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Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sembilan bulan hingga

sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi, serta pihak keluarga telah

berusaha  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat  namun  tidak  berhasil,

merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri  dan relevan dengan dalil

yang harus dibuktikan Penggugat,  oleh karena itu keterangan saksi  tersebut

telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  308  RBg,

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat  telah dewasa, sehat jasmani

dan  rohani,  dan  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  di  persidangan

secara  terpisah  atau  sendiri-sendiri  sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil

sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  kedua  Penggugat  mengenai

Penggugat dan Tergugat sering bersikap cuek dan saling mendiamkan diri serta

Tergugat sering pulang ke rumah hingga larut malam, Penggugat dan Tergugat

telah berpisah rumah sembilan bulan hingga sekarang dan selama itu  tidak

pernah  bersatu  lagi,  serta  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,  merupakan fakta yang dilihat

atau  didengar  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain,  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan

Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan  penilaian  bukti  surat dan saksi-saksi  di

persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat  sebagai  suami isteri  sering berselisih

disebabkan Tergugat pulang ke rumah hingga larut malam;

2. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  selama  sembilan

bulan hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;
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3. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  di  atas,  majelis  hakim

menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

pecah  (broken  marriage)  dan  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  bagaimana

mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat

dan Tergugat tidak lagi  tinggal  dalam rumah yang sama serta dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang,  bahwa  kondisi  rumah  tangga  yang  demikian  sudah  tidak

dapat  lagi  disebut sebagai  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat

Ar Rum ayat 21 : 

اليها  لتسكنوا  ازواجا انفسكم من لكم خلق ان  اياته ومن

ورحمة  مودة  بينكم وجعل

Artinya,  "  Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan

untuk kamu pasangan yang berasal  dari  kalanganmu sendiri  dengan tujuan

agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta

dan kasih sayang di antara kamu" ; 

Menimbang, bahwa kalau Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap

hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan

keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama

bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh  yang

terdapat  dalam  Kitab  Al-Asbah  Wan  Nazair  halaman  62,  yang  diambil  alih

menjadi pendapat majelis hakim dengan bunyi berikut:

المصالح جلب على مقدمّ المفاسد درء

Artinya,  "Menolak  kemadharatan   lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”; 

Menimbang,  bahwa  alasan  perceraian  Penggugat  telah  sesuai  dengan

ketentuan Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang

Perkawinan  jo. Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Msj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan  dan Pasal  116 huruf  f  Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh pertimbangan  di  atas,  majelis

hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan

hukum,  oleh  karenanya  harus  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu  ba’in  sughra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 841.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  majelis  hakim  yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan

dengan tanggal  27 Rabiul Awwal  1440 Hijriyah, oleh kami H. Abdurrahman,

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,  Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. dan  Ridho

Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana pada hari  itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua  Majelis  tersebut  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  Asep

Subhi,  S.H.I. sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.
Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran     : Rp    30.0001,00
2. Biaya Proses : Rp    50.0001,00
3. Biaya Panggilan      : Rp    750.000,00
4. Biaya Redaksi        : Rp      5.0001,00
5. Biaya Materai        : Rp      6.0001,00

Jumlah Rp 841.000,00
(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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